BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Menetapkan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANS]
PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
Akuntansi adalah proses Identifikasi pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah vang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang vang
dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
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10.

B

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi vang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan Kkeuangan
pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yvang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran  berdasarkan basis vang
ditetapkan dalam APBD.

Pernyvataan Standar Akuntansi Pemerintahan vang
selanjutnva disingkat PSAP adalah SAP vang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah vang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.B

Basis Akrual adalah basis akuntansi vang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam
catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian vang
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiavaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan
entitas pelaporan vang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan.
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Pengungkapan adalah laporan keuangan vang
menyajikan secara lengkap informasi vang dibutuhkan
oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran vang selanjutnva disingkat
LRA adalah laporan vang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih vyang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan vang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional vang selanjutnva disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yvang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnva disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
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LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah vang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnva
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnva disingkat
BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas
pelaporan yang menurut ketentuan  peraturan
perundang-undangan wajib menyvampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang vang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Unit pemerintahan adalah pengguna
anggaran/penggunan barang vang berada di SKPD.
Rekening Kas Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
peneriman daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank vang ditetapkan.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara
Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya vang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
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34.

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
vang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnyva kewajiban.

Pembiavaan (financing)] adalah setiap penerimaan/
pengeluaran yvang tidak berpengaruh pada kekayaan
bersih entitas vang perlu dibayar kembali dan/atau akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Aset adalah sumber dava ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber dayva nonkeuangan vang diperlukan
untuk penyvediaan jasa bagi masvarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
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35. Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber dayva ekonomi Pemerintah Daerah.

36. Ekuitas adalah kekavaan bersih Pemerintah Daerah vang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Daerah.

37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos vang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

38. Penyesuaian adalah transaksi penvesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yvang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan vang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode vang
berjalan.

39. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah Daftar Kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan vang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah Daerah.

40. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

41. Bupati adalah Bupati Boalemo.

42. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

BAB Il
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2
(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), terdiri dari:
a. sistem akuntansi SKPD;
b. sistem akuntansi SKPKD;
(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan b terdiri atas:
a. sistem akuntansi pendapatan,;

b. sistem akuntansi beban dan belanja;
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(3)

(1)

(2)

(3)
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sistern akuntansi transfer;

sistem akuntansi pembiavaan;
sistem akuntansi kas dan setara kas;
sistem akuntansi piutang;

sistemn akuntansi persediaan;

. sistemn akuntansi investasi;

sistem akuntansi aset tetap;

sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi
aset tidak berwujud;

sistem akuntansi dana cadangan;

sistem akuntansi aset lainnva;

m. sistem akuntansi kewajiban;

n.

0.

akuntansi koreksi atas kesalahan; dan

sistem akuntansi laporan konsolidasian.

SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi mencakup akun yang menggambarkan

struktur laporan keuangan secara lengkap.
BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pencatatan transaksi pada buku jurnal;

b. pengklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaranpada neraca saldo; dan

c. penyajian pada laporan keuangan.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1

(satu) sampai dengan level 6 (enam), meliputi :

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok:

c. evel 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek: dan
f. level 6 ([enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.

{4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada avat {3) huruf a,

terdiri atas :

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
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akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

akun 4 {empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

akun 6 (enam) menunjukkan pembiavaan;

® ™o QR0 g

akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
h. akun B (delapan) menunjukkan beban-LO.
(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
2015 Nomor 234) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Boalemo.

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 23 Mt 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SUPANDRA NUR
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMORI3)
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